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PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG
INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE ONLINE
DANIMPLIKASINYA DI INDONESIA

(Fahmi Akbar NR, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 84halaman, 2019)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian arbitrase online
dengan sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan arbitrase
online di Indonesia sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis.
Dalampenelitian ini juga berisikan mengenai prosedur daripada arbitrase online
serta kelebihan dan kelemahan arbitrase online sebagai cara penyelesaian
sengketa.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis.
Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-
undangan. Jenis data penelitian yang digunakan adalah data premier,sekunder
dan tersier. Teknik pengumpulan sumber data penelitian yang digunakan yaitu
studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
arbitrase online sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 1999 tentang ‘Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Sedangkan untuk penerapan dari arbitrase online itu sendiri sebenarnya belum
diterapkan di Indonesia, hanya saja proseduruntuk melakukan arbitrase online
sama hal nya dengan prasedur arbitrase konvensional, perbedaannya pada
arbitrase online dilakukan secara online dengan menggunakan jaringan internet.
Tahapan prosedur arbitrase online yaitu diawali dengan adanya perjanjian
untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase secara online, pengajuan
perkara, pemilihan arbiter, pertukaran informasi, audiensi, dan memberitahukan
putusan.

Kata kunci :Alternatif Penyelesaian sengketa, Arbitrase Online, Sistem
Hukum Indonesia



INTERNATIONAL TRADE DISPUTE SETTING THROUGH ONLINE
ARBITRATION AND ITS IMPLICATIONS IN INDONESIA

(Fahmi Akbar NR, Faculty of Law, Andalas University, 84 pages, 2019)

ABSTRACT

This study aims to determine online arbitration-conformity with the
legal system in Indonesia and to determine about the application of online
arbitration in Indonesia as one of the alternative dispute resolution. In this
research also contains the online arbitration procedure and also contains
about weaknesses and advantages online arbitration as a means of dispute
resolution business.This research is an normative legal research. The research
approach in this study is the legislation approach. This type of research data
used secondary data. Source of research data collection techniques used is
literature study. Data analysis technique used in this research is qualitative
data analysis technique.The result showed that online arbitration match and
does not conflct with the Act No. 30 of 1999 about Arbitration and Alternative
Dispute Resolution. While about the application of online arbitration actually
have not been applied in Indonesia, it’s just that the online arbitration
procedure is the same thing with the conventional arbitration procedure, the
difference in online arbitration conduct online using internet network. The
procedures in online arbitration, first there must be a agreement to resolve the
dispute through online arbitration, filling and initiation, arbitrator selection,
exchange information, hearing and inform about the decision.

Keywords : Alternative Dispute Resolution, Online Arbitration, Indonesian
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